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Jadi Inisiatif DPR

RUU Wantimpres Masih
Menuai Pro Dan Kontra

Rancangan Undang Undang (RUU) Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) menuai pro kontra. Pihak yang
menolak, menganggap RUU tersebut membuka peluang
praktik bagi-bagi jabatan. Sementara yang mendukung
beralasan rancangan itu tidak menabrak aturan

ketatanegaraan.

PAKAR hukum tata negara Uni
versitas Mulawarman, Herdian-
syah Hamzah menyatakan, revisi
Unilang-Unclang (L) Nomar 19
Tahun 2006 tentang Wantimpres
terkesan dijadikan celah untuk
bagi-bagi kekuasaan. Sebab,
jumbah hinggra syarat anggotanya
tidak diatur secara rigid dan ridak
ada jaminan terbebas dar kepeni-
ingan politik praktis.

“Bayamelihat, ini upays untuk
memberikan kekuasaan kepada
orang-orang sckeliling presiden
selanjutnya. Wajar jika Lanyak
pihak memiliki penilaiar yang
sama., karena kehadiran atau
pembahasan RUT it dilakuan di
akbir mzsa jabatan atau pesaliban
kekuasgm,” ujar Mulawarman
melalui keterangan tertulisnya,
Rabu (177,2024).

Diketahui, RUU Wantimpres
menjadi polemik usal disahkan
menjadi RUL insiatf DPR pada
Rapat Paripurna ke-22 Masa
Sidang V. Kamis (11/7/2024).
RUU tersebut menjadi sau dari
33 RUL yang disahkan sebagai

RUTL imsianif DPR,

Pasal yang menjadi polemik
clalam RUT Wantimpres, antara
Tain Pasal 1A, Dalam pasal itu.
DPR menginisiatifkan men-
gubah nomenklatur Wantimpres
menjaii Dewan Pertimbangan
Agung (DPA).

Kemudian, posisi Wantimpres
vang sebelumnyva berada di
bawih presiden atau lembiga

Pemerintal, menjadi lembaga
negard vang sejajar dengam lem-
baga-lembaga negara lain,
Sementara, Pasal 12 Ayat 1
RUU Wantimpres membolehkan
pimpingn partai politik hingga
onganisasi kemasyarakatm men-
jadi Anggota TIPA, Paclabal, hal
tersebut tidak diperbolehkan
dalam Undung-Undang (U1}
Wantinpres vang berlaku saat ini.
Melanjutkan keterangannya,
Hamzah mengingatkan, dalam
amandemen keempat Undang -
Undang Dasar {UUD) 1945,
DPA dimasukkan dalam ca-
bang kekuasaan pemerintaban.
Karcnanya, cukup anch bila

beleid yang berada di hawah
UUD menempatkan DPA sejajar
dengan lembaga negara lain,
seperti DPR dan Presiden.
Kejanggalan lainnva, lanjut
Hamzah, jumlah anggota DPA
diserahkan kepada presiden,
Kondisi ini bukan sekadar ber
potensi menabrak UTUTY 1945,
tapi melahirkan anomali kekua-
saan karena kehadiran lembaga
baru yang memiliki posisi sejajar
dengran DPR dan Presiden,
Koordinator Bidang Sosial Po-
Ttk Badan Eksekutil Mahasiswa
(BEM) Universitas Indonesia( UL}
Thonas Nikson meminta DPR
imemberi penjelasan komprehen-
sif dan rasional kepada publik atas

urgensi levisi aturan tersebut
“BEM UT mengambil sikap
kiitis terhadap rencana peruba-
han Wantimpres menjadi DFA.”
ujarmya
Muhasiswa jurusan ilmu hu-
kum inijuga mengkritisi entang
potenst keanggotaan TIPA yang
bisa diisi oleh sosok-sosak elite.
Menurut dia, keangpotasn
dewan pertimbangan, mestinya
diduduki oleh para tokoh bangsa
yang memiliki kebijaksanaan,
bukan sekadar bagi-bagi jabatan,
“Lembaga ini harasnya
menjaga kebijaksanaan kepala
pemerintahan ¢ Tstuna. Bukan
memuluskan kepentingan kotor

elite parpol,” cetusnya

Jhonas juga menvinggung soal
kedudukan DPA sebagai lem-
baganegara yang setara dengan
presiden,

“Potensi pembentukan DPA
sehagai lembaga yang sctara
dengan presiden tidak dimung
kinkan sepanjang tidak ada
perubahan Undang-Undang
Dhasar,” kata Jhonas.

Lebih lanjut. dia juga meng-
kritik soal proses revist U1
Wantimpres vang ditargetkan
selesal dalam sebulan.

Menumtnya. DPR dan pemet-
intah harus membahas revisi
amran it dengan mempertimn-
bangkan aspirasi masyarakit, bu-

kan sekadar keinginan penguasa.

“Revisi undang-undang di-
lakukan secara terbure-buru,
hanya akan menimbulkan ke-
marahan dan ketdakperzayaan
publik terhadap pemerintah,”
tandas Thonas,

Sementara, Ketua Dewan Fim-
pinan Pusat (DPF) FDIP Djarot
Satful Hiduayat ogah terseret
polemik RUU Wantimprss. Dia
menyerahkan kepada masyara
lar unuk menilai, apakay RUU
tersebur untuk kepentingan
bagi-bagi jabatan pemerintahan
Prabowo Subianto atau tidak,

Senuds, Wakil Ketu: MPR
Ahmad Muozani juga mclon-

tarkan pernyataan diplomatis
soal perubahan nomenklatur
Wantimpres menjadi DPA.

Politisi Partai Gerindra ini
mengatakan, penunjukan ang-
gota tanpa dibatasi merupakan
usaha untuk penyempurnaan
sistem presidensial dalam sistem
pemerintahan Induonesia sautim,

“Ini untuk menguatkan sistem
pemenintahan presidensial. Soul
stars dan kedudukan DPA, akan
dikaji lag, Kita tunggu pemba-
hasan, itu masih dalam proses
pembahusan,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR Syarief
Hasan mengatakan, pihaknya
tidak keberatan dengan RUU
Wantimpres, yang kelak meng-

hadirkan lagi nomenklatee DPA.

Soul umlah anggotadin siapa
vang bisa masuk DPA. hal itu
diserahkan kepada presiden ter-
pikih, Prabowa Subianto

“Semua tergantung presiden
terpilib. Sebab, DPA adalah
lembaga yang berada di bawah
presiden.” mndasnya.

Di media sosial X, netizen
Juga riuh membahas murculnya
RUU wantimpres.

Akar @ SiehariodiHarry me-
nilai, RUU Wantimpres terkesan
sehadar mengakomodir kepent-
ingan dara pihak yang telah
membantu kemenangan, alias
bagi-bagi kekuasaan, mssL
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